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REPUBLIK INDONESIA
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TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan
Pasal 148 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diberi
kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus
perkara tindak pidana pemilihan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 481 ayat (1) dan
Pasal 482 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum, Pengadilan Negeri dan
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Mengingat

Pengadilan Tinggi diberi kewenangan untuk memeriksa,
mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu;
bahwa dengan berlakunya ketentuan undang-undang
tersebut maka Mahkamah Agung, perlu untuk mengatur
tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan
pemilihan umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata
Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan

Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4958);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5077);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

S. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN
PEMILIHAN UMUM.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud

dengan:

1. Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana
pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
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sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang.

Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya
disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana
pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur
dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;

Hari adalah hari kerja.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 2

Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berwenang

memeriksa, mengadili dan memutus:

a.

Tindak pidana pemilihan yang timbul karena laporan
dugaan tindak pidana pemilihan yang diteruskan oleh
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama
1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sejak
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota
dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa
perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak
pidana pemilihan;

Tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan
dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara
Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua
puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan
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